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Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 

Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. 

 

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara 

karena masalah kirupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju 

maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah menyerap dan 

menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti 

keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat. Dengan 

begitu korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat merugikan negara, baik secara 

materil maupun formil. 

 

Suatu perbuatan pidana dapat diklasifikasikan menjadi kategori berat dan kategori ringan, 

ditinjau dari berat dan ringannya ancaman pidananya. Banyaknya jumlah pelaku 

perbuatan pidana sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh 

penyidik, mulai dari perkara dengan kategori berat hingga kategori ringan. Semua perkara 

wajib diproses hingga menghasilkan sebuah putusan atas perkara tersebut, sehingga suatu 

kepastian hukum dapat diperoleh. 

 

Duplikasi pasal pada tindak pidana utama (core crimes) yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang asal. dalam pasal 603 KUHP yang 

merupakan bentuk serupa dari Pasal 2 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Permasalahannya, pasal dalam KUHP tersebut justru menurunkan ancaman minimal 

pidana badan yang sebelumnya 4 tahun (dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana 

Korupsi) menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya dapat dikenakan minimal 

Rp.200.000.000 menjadi Rp.10.000.000. 



 

 x 

 

KUHP baru memuat empat pasal terkait tindak pidana korupsi, disini sangat berdampak 

pada potensi mengurangi masa hukuman bagi para koruptor, terdapat beberapa catatan 

kritis terkait pasal-pasal tindak pidana korupsi, di empat pasal tersebut salah satunya ialah 

pasal 603 yang merupakan pembaruan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor, 

terdapat pengurangan minimal pidana yang awalnya pada Undang-Undang Tipikor 4 

tahun hanya menjadi 2 tahun di KUHP baru. Dalam ketentuan penutup Pasal 622 Ayat 

(4), ketentuan Undang-Undang Tipikor pengacuannya diganti dengan pasal dalam KUHP 

baru. Jadi disini Pasal 2 Ayat (1) pengacuannya diganti dengan pasal 603. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi mengatur pidana mati di dalam Pasal 2 Ayat (2). Dalam pasal itu memberikan 

hukuman mati untuk pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan 

tertentu. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor menyebutkan dalam hal tindak pidana 

korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maksu 

keadaan tertentu dalam pasal ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan 

pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, contoh nya apabila tindak pidana tersebut 

dilakukan terhadap dana-dana yang ditujukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, 

bencana alam nasional, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan 

tindak pidana korupsi. 

 

Pemberian pidana mati terhadap pelaku korupsi ini diharapkan menimbulkan efek jera 

kepada para pelakunya, dan membuat orang lain takut untuk melakukan korupsi. Hal 

tersebut sama dengan filsafat pemidanaan, bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat 

integratif berorientasi pada pembalasan, pencegahan agar orang tidak melaukan 

perbuatan itu dan mendidik agar si pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ini 

berakibat pada perekonomian negara yang digerogoti sehingga masyarakat yang sejahtera 

tidak pernah terwujudkan. 

 



 

 xi 

dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

Penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus menghasilkan argumentasi, teori atau 

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Muhammad Fajar Nur Halim. Maret 2024. KEBERADAAN TINDAK PIDANA 
KORUPSI MEMPERKAYA DIRI DALAM UU NO. 1 TAHUN 2024. Skripsi, 
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung 
Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. 

 
Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan 

ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kondisi tersebut apabila dibiarkan secara terus 

menerus akan menjadi faktor penghambat utama pembangunan di Indonesia. Di mata 

internasional pun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu 

negara paling korup di dunia.Dalam KUHP baru ini, terdapat beberapa pasal yang secara 

khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu pada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 

605 Ayat (1), Pasal 606 Ayat (1), Pasal 612, Pasal 620. Apabila dicermati, hal-hal 

mengenai tindap pidana korupsi yang diatur dalam KUHP baru ini telah diatur dalam 

Undang-Undang Tipikor. Tujuan dimasukannya pasal-pasal tersebut adalah untuk 

menyusun kodifikasi hukum pidana baru. Hal ini dilakukan dengan menyatukan 

perkembangan tindak pidana yang beradada diluar KUHP. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang dilakukan 

penulis dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan, 

diperoleh : 1)perumusan sanksi pidana minimal dalam Pasal 603 Undang-Undang No.1 

Tahun 2023 mengalami kelemahan. 2) Negara wajib melakukan revisi Undang-Undang 

No.1 Tahun 2023, perlu adanya tinjauan ulang dari segi perumusan nya 

 

Kata Kunci (keyword): Pasal, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi  
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